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KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH
AMPEK HULU TAPAN

PERATURAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR 03 TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Bahwa demi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
Nagari yang responsif, partisipatif komunikatif dan
akuntabel dalam kinerja dan pelayanan kemasyarakatan,
perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Nagari
Kubu Tapan ;

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang MNomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 38);
Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nemer 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 2Z,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
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7.

H.

Peraturan Pelaksanaan Undanp-Undang MNomor &
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubsh
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Pernbahan Atas Peraturan Femenntah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Rc¢puablik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Tndonesia Nomor 5717

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 entang
Dana Desa Yang Bersumber Darl Anggaran Pendapatan
dan Brelanja Megara sebagaimana telah «diubah denpan
Peraturan Pemerintah Nemor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pcmerintah Nomor 64
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Darl
Angparan Pendapatan dan Belanja Megara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Mumar 5694);

Peraturan Fresiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistemn AkuntahiliLax Kiner|a Instansi Pemerintaly;

9. PFeraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 52 Tahun 2011

10.

11.

12.

13.

14,

tentang Stancdar Operasional Prasedur di Lingkungan
Fumerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota [Berica
Megara Republik [ndonesia Tahun 2011 Nomor 704
Peraturan Menieri Megara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birgkrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Fedoman Fenyusunan $tandar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan {(Berila Negara
Republik Indoncsia Tahun 2012 Nomor 649);
Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Homar
2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 20 Tabun 2018
centang Pedoman Pengelulaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri [Desa, Pembangunan Dacrah
Tertinggal dan Transmigrasi Momer 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lakal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomear 158);
Paraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomar 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Dmium Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntzhililas Kinerla Instansi Pemerintah (Berita
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Peraturan Pelaksanaan Undang-lUndang MNomor &
Tahun 2014 entang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Homor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomaor
43 ‘Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Momor 157, Tambahan Lembaran Nepara Republik
[hdonesia Nomor 53717);

7. Peraturan Pemerintah Momuar 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Darl Anggaran Pechdapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Ferubahan Atas Peraturan Pemerintah Naomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara ERepublik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Maomur 5694,

B Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akunkahilitas Kiner|a Instans Pemerintah;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Purmmerintah Frovinsi dan Kabupaten/Kota [Benita
Negara Ropublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

10. Peraturan Menleri Negara Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformas{ Blrokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Fedoman Penyusunan Standar Operasional
Pragsedur Administrasi Pemerintahan {Berita Negara
Republik Indoncsia Tahun 2012 Nomor 649];

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tzahun
2014 rtentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2001];

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 20 Tahon 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Kguangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Memer 1 Tahun 2015
rnang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kuewenangan Lokal Berskala Desa [Berita
Mcpgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158];

14, Paraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur MNegara
dan Refarmasi Birakrasi Momor 12 Tahun 2615 tentang
Fedoman Umum Evaluas] Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ({Berita



Negara Republik Indonesia Tahut 2015 Nomor 986);

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun
2018 rentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan  Dokumentasi di  Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Peslsir;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan . PERATURAN WALl WNAGARI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL  PROSEPUR PE]JABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASL

BAERI
KETENTUAN UMLM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan -

1. Desa adalah desa dap desa adat atau yang disebut depgan nama lain,
galanjutrnya disebut Wagari, adalab kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemcrintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisivnal  yang
diakni dan dihormat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indoneasia.

2. Pemerintahan Nagarl adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Megara
Kesatuan Repuhlik indonesia.

3. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-hasarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

4. Pemerintah Napgari atau yang discbut dengan nama lain adalah Kepala
Napari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
MNapari.

5. Standar Operasional Prosedur {50} adalah serangkaian instruksi
tertulis vang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasl, bagaimana den kapan harus dilakukan, dimana
dan olch zlapa dilakuRan.

BAB IT
Baglan Pertama
MAKSUT DAN TUJUAN DAN SASARAN
Paragral 1
Pasal 2

{1} Maksud dari Standar Operasional Prosedur [S0P} adalah pedoman atau
acuan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta schagai alat
Penilaian Kinerja Instasi Pemerintah berdasarkan indikator - indikataor



teknis, adminiztrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur
keria dan sistem kerja pada unit kerja yang bersan gkutan,
[2} Tujuan dari 50F adalah ;

.

b.

SOP merupakan petunjuk organisatoaris yang menctapkan suatu
tindakan baku.

ditetapkan untuk menghindari  miskemunilasi, kondlik  dan
permasalahan, pada pelaksanaan tugas/pekerjaan

Secara menyeluruh S0P dapat menggambarkan secara detail cara
instansi beropersi atau bekerja

Sagaran dari Paraturan Wali Nagari inl adalah Pemerintah dan
masyarakat Nagari Kubu Tapan Khususnya dan wurmumnya
Masyarakal Luas,

Bagian Kedua
PRINSIP-PRINSIP

Paragraf 2
Pasal X
Prinsip-prinsip pelaksanaan S0P :
a. Konsiston;
. Komitmen;
¢. Perbaikan herkelanjulan;
d. Mengikat; L
&, Seluruh unsur memillki peran pentin; dan
f.  Terdokumentasi dengan baik.

Eagian Ketlga
RUANG LINGKUFP
Paragraf3
Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Wali Nagari ini meliputi

~TETTE RS g

1
n

SOP Penerbitan Surat Menyurat;

SOP Penyusunan Daftar informasi dan Dakumentasi Puhblilk;

SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIF;

SOP Pengelolaan Permohonan Tnformasi Publik;

S0P Pengelolaan Permohonan Informasi Publik melalu) website PP
S0P Penanganan Keberatan informasi Puldlik;

SOP Uji Konsekuensi Infurmasi Fublik;

SOP Fasilitasi S¢engketa Informasi;

SOP Pendokumentasian informasi Publik, dan;

SOF Pendokumentasian [nfermasi yang dikecualikan.



Bagian Keempat
INSTRUMEN s50P
Paragraf 4
Pasal 5

(1} Dalam rangka pelaksanaan SOP, ditetapkan Instrument SOP.

(2]} Instrumen SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
a. Aktivitas yang dilakukan dalam penerapan SOP;
b. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SOP;dan
c. Mutu Baku dalam proses pelaksanaan S0P,

BAR I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Nagari inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Nagari inl dengan penempatannya dalam Berita Nagari Kubu Tapan.
Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tang,ga-h b EEIFI@';:I 2018
Wali Nng" igKubu ';-= pan

Diundangkan di Kubu Tapan
Pada tanggal, 23 Mei 2019
SEKRETARIS NAGAEI KUBU TAPAN

Lembaran Nagari Kubu Tapan Tahun 2019 No 5



LAMFPIRAN | : PERATURAN WALI NACARI KUBU TAPAN

NCMOGR : 03 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 ME1 2019

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR L
LINGRUMGAN PEMERINTAHAN NAGARI
EUBU TAPAN.

STANDAR OFERASIDNAL PROSEDNA {50F)
O] LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAFAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

A. PENDAHDLUAN

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada masyarakat
merupakan perwujuclan fungsi aparatur sehagal abdi negarva dan masyarakal
Pada era otonomi desa/Nagari dengan spirit desa membangun, fungsi pelayanan
publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi
pemerintah desafnagari. Oleh karenanya berbapgai lazilitas pelayanan  publik
harus lebih didckatkan pada masyarakat, sehingga tmudah dijangkau alch
masyarakat. Demi mewuiudkan  kinerjs  pelayanan publik di lingkungan
pemerintahan desa/nagari secara terukur dan memadai, perlu memiliki dan
mcncrapkan proscdur kerja sesuai standar atau Standar Operasional Prosedur
(SOP).

Penerapan Standar Dperasicnal Prosedur (30FP) di hogkungan pemerintahan
desafnagar]l sehagal pedoman atauw acuan bagi aparatur desafnagari dalam
melaksanakan tugas dan fungsl serta meningkatkan kincrja dan pelayanan
kemasyarakaton berdasarkan indikatar - indikawer teknis, admipistratif dan
prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. Tujuan
penerapan SOP dimaksudkan untuk menciptakan komitment pemerintah nagari
dalam mewujudkan good governance atau good village. S0P tidak saja bersifac
internal tetapl Juga chksternal, Karena SQP digonakan untuk mengukur dan
mengevaluasi responsivitas, responsibilitas, Jdap akuntabilltas Kinerja pemerintah
nagar.

Berda=zarkan Keputuxan Menleri Pendayapunaan Aparatur Mepara
No25/KEP/M.PANS2/2004 tentang Podoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan instansi Pemerintah, terdapat 14 indikator
kriteria pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut:
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tshapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis den administratif yang
diperiukan untuk mendapatkan  pelayanan sesuai dengan  jenis
pelayvanannya,



vang memberikan pelayanan [(nama, jabatan szerta kewenangan dan
tanggung jawabnyal.

4, Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesunpguhan petugas dalam
memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
ketentuan vang berlaku.

5. Tanggung jawab pemgas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petupgas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan.

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tinghat keahlian dan Ketrampilan
fang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayvanan kepada
masyarakat.

7. Kecepatan pelayanan, yaim target wakbu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yanp telah ditentukzn oleh unit penyelenggara pelayanan.

A Keadilan mendapatkan petayanan, yaliv pelaksanaan pelayanan Jdengan
tidak memhedakan golongan /statns masyarakat yang dilayani.

9. Kesupanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan  perilaku  petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah
serta saling menghargai dan menghormat.

10 Kewalaran hiaya pelayanan, yaitu keterjanghavan masyarakat wrhadap
besarnya hiaya yang ditctapkan oleh unit pelayanan.

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang telah diterapkan.

12. Kepastian jadwal pclayanan, yaitu pelaksanaan wakmy pelavanan sesaai
denran kelentuan vang wlah dietapkan,

13. Kenyamanan lingkungan, vaitu kondisi sarana Jdan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi, dan teratur sehingpa dapat memberikan rasa nyaman
kepada penerima pelayanan.

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnyga tingkat keamanan lingkungan unil
penyelenggara pelayanan ataupun  sarana yang digunakan sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap
resiko-resiko yvang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Indikabor-indikatir tersabub diatacz dapat digunakan untuk menilai kinarja
instans1 pemerintah balk sccara mternal maupun  cksternal. Dilihat dari
fungeinya, S0F berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur,
sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana
tujuan pekerjaan dllakeanakan sesuai dengan kebijalkan dan peraturan yang
beclaky; menjelaskan bagalmana proses pelaksanaan kegiatan herlanpsung:
menjamin kanslstensi dan prases kerja yang slstematik; dan menetapkan
hubungan timbal kalik antar satuan kerja.

Berdasarkan indikator-indikator wersebut, diterbitkan S0P di linghungan
Pemerintahan Nagari Lunang Tiga yang menpgabsr tentang tata kerja aparatur
pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kinsrja pelayanan
pemerintahan, pembanguinan dan kemasyarakatan.



B. DASAR HUKUM

1.

10.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Ponyelenggaraan
Megara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republiklndonesia Tabun 1995 Nomer 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851}

Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan [nfermasi
Publik |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61
Tambahan Lembaran Negara Repuhblik ITndonesla Nomor 4846];

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 200% tentang Pelayanan Publik
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z00%9 Nomer 112,
Tambahan Lembaran Hegara Renuhlik ITndonesia Nomor 5038):

Undany - Undang Nomor 24 Tehun 2013 tentang Perubahan Indonesia
Tahun 2013 No mor 23 2, Tamb ahan Lembaran MNegara Republik
Indunesia Nomor 5475);

. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 7, Tamhahan Lembraran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan lUndapg-Undang Namor & Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubzh dengan Peraturan Pemerintah Mamoer 47
Tahun 2015 tentang Perubahap Atas Peraturan Pemerintah Nomar 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-lUndang MNomar é
Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia “Tahun
2015 Nomor 157, Tamhahan Lembkaran Negara Republlk Indonesia
Momar 5717]:

Peraturan Pomcerintah Nemor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksapasn Undang-Undang MNomor & Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah divubah dengar Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Ferubahan Atas Peraturan Pemerintah Momor 432
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Megara Republik [ndonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Wegara Republik lndonesia
Nomor 3717}

. Peraturan Pemerintah Momaor &0 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Fendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Memor 22 Tahun 2015
tentang Ferubahan Atas Peraturan Pemerlntah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Fendapatan dan
Belanja Megara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

Peraturan Presiden Momor 29 Tahun 2014 tentang Zistem Akuntabilivas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Frosedur di Lingkungan Pemcrintah Provinsi dan



11,

12.

14.

15,

16.

17.

18,
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704);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091 );

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 986);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016
tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 91 tahun 2018 tentang standart
operasional dan tata kerja;

Peraturan Nagari Lunang Tiga nomor 01 tahun 2019 tentang standart
operasional dan tata kerja, ( S0TK );

C. TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan dan manfaat dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
lingkungan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan adalah :
menjadi pedoman acuan dalam peningkatan pelayanan administrasi
pemerintahan dan kependudukan.
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan
kewenangan aparatur pemerintahan nagari.

1.

2.

. meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemerintahan dan

kemasyarakatan

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal .} : 2019
Wali Nagari KybuTa

WAL & o

[




Larmpiran |1 Perauran Wali Magari Kubu Tapan
Nomor : 03 Tahun 2019

Tanggal 1 23 Mei 2019

Tentang Standar Operasional Prosedur D

Lingkungan Pemerintahan Magari Kubu Tapan

DAFTAR NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S0P}
SATUAN KERJA PERANGKAT NAGARI
.. DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN

Satuan Kerla MNama SO
Kepala Urusan Tata

2
g

|—-'|

mencatat dan menginventarisir aset nagari;
methellhara aset nagari: i
mengelala administrasi kepegawaian; '
menyiapkan bahan pelakzanaan rapac dan
musyawarah nagari;

[Usaha dan Umum

ualh Sl e

L

malakukan administrasi surat masuk dan
surat keluar;

6. melakukan penataan arsip nagari;
7. Moembuat daftar hadir perangkat pemerintah
f  pagari dan staf {Iingkup sekretariat nagari)
serta daftar hadir rapat/musyawarah
nagari; dan

A. Dan lain-lain sesual permintaan Wali Nagarl
dan/atau Sekrelaris Nagari

Kepala Urusan 1. Menyiapkan bahan penyusunan

Perencanaan RP[Mnagari dan RKPnagari; i

2. Menyiaphkan hahan percncanaan
pembanpunan Nagaridalam pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan
{musrenbang]) di Kampung dan/atau di
Magari;

3. Mengelola arsip perencanaan
pembangunan;

4, Mengumpulkan dan menganalisa scgala
nformasi dan data sebagai bahan untuk
fmenyusut Peraturan Nagari, Peraturan Wali
Magari dan Kaputusan Wali Nagari di bidang
pemerintahan;

5. Membukukan dan pemberian nomor, tahun
dan tanggal pengundangan Peraturan
Magari, Peraturan Wali Nagari dan




3,

I{:—.rpé.]a Sekei
Pamerintahan

n—ar

1.

11.

13,

13,

14,

15.

16.

. Membantu Wali Magar dalam meningkatkan

. Membantu Wall Magari dalam

Keputusan Wali Nagari daiam Lembaran
Daerah;

swadaya dan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian
hasil-hasil pcmbangunan nagart;

penpembangan perekonomian masyarakat
nagari; [
Membantu Wali Nagari dalam upaya
pelastarian lingkungan napari;
Menyiapkan bahan penyusunan LPPN dan
LKP] Wali Nagari:

Menyiapkan bahan penyusunan rapbdesa; |
Menatansahakan keuanpan MNagari;
Mengawasi pelaksanaan tugas Bendahara
Nagari;

Membanku pelaksanaan pemungutan Fajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di

Magari bersama dengan instansi terkajt;
Menpkoordinir pemunguetan Pajak Bumi dan
Bangunan {FBB] dan membuat laparannya
kepada Camat:

Melaksanakan dan atau mengkoordinir
pemunguian Pendapatan Asli Nagari {PAN]
serta melaporkan hasilnya kepada Wali
Nagari melalul Sekretaris Nagari dan
menverahkannya kepada Bendaharawan
Nagari; .
Membantu pelaksanaan pemungutan Pajak
Draerah dan Retribusi Dacrah yang ada di
Nagari bersama denpan instansi terkait; dan
17, Ban lain - lain sesuai permintaan Wali
Magari danfatau Sekretaris Nagari.

Merumuskan dan menindaklanjuli hax|l
musyawarah pembangunan nagari yang
herhubhungan dengan tugas-tugas dibidang
pemerintahan;

Menyusun buku profil nagari dano Indeks
Dcsa Membangunserta membuat papan
rmopograil Magari serta serta mengisi papan




Kepala Seks;
Pclayanan dan
Kescjahteraan

data-tlata pokek potensi nagari seperti peta
nagari, data penduduk, susunan
kepengurusan Barmus MNagari dan Lembaga
Kemasyarakatan;

Melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat di bidang pemerintahan scperti:
rekarmendasi KTP, Kartu Keluarga dan lain
sehagainya dalam bidang pemerintahan:
Membuat kansep surat, mengatik dan '
memaral segala bentuk surat (tata naskah ‘
dinas) yang berkaitan dengan bidang tugas: |
Melakukan penatausahaan scgala surat ‘
menyurat dengan baik dan benar di bidang
permaerintahan;

Membuat surat pengumuman, edaran,

himbauan, panggitan, peringatan, leguran
dan scjenisnya kepada pribadi/masyarakat,
organizasi dan badan usaha rentang
pelaksanaan dan atau pelanpgaran terhadap
peraturan-perundang-undangan yang
berlaku, baik peraturan perundangundangan
di tingkal nagari maupun

peraturan perundang-undangan di tingkat
yang lebih tinggl;

Membual laporan pertanggungjawaban
kcuangan untuk kegiatan - kegiatan yang
dilaksanakan dalam AFB Nagari.

Dan lain-lain sesuai permintaan Wall Nagari |
dan/atau Sekretaris Magari, ]
1. Mengumpulkan dan menganalisa segalq
informasi dan Jata sebagai bahan untuj
menyusun Peraturan MNagari, Peratura
Wali Magari dan Keputusan Wali Nagari d1
bidang pecmbangunan; :
<. Mengkoardinir perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan nagar
bersama Lembapa Pemberdayaan
Masyarakat MNagari [LPMN] dan
lembagalembaga kemasyarakatan lainnya:
3. Membantu Wali Nagari dalam berkoordinas.
dengan  unit  kerja Pemerintah  dalam




- Membuat  iaporan  pertanggungawaban

. Membantu Wali Napari dalam melakukan

- menyiapkan bahan unoak kepentingan

. Mencatat dan menginventarisasi

pembangunan nagari:

keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang
dilaksanzakan dalam APB Nagari,

kegiatan pendidikan dasar dan pendidikay
luar sekalah di nagari;

- Membantu Waili MNagari dalam me]akukan]

kegiatan i bidang kesehatan dan keluarga
berencana;

perencanaan  peningkatan pengentisan
kemiskinan;

permasalahan kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga serta wisata di nagari;

9. menyiapkan bahan untuk kepentlngan
perencanaan  peningkatan  kebudayaan
Femuda dan Olahraga serta wisata;

. Dan  lain-lain  sesuai permintaan Walil

Nagari dan/atau Sekretaris Nagari. |

Kaur Keuangan

. Menerima, menyimpan, membayar atauy

. Menyelengparakan tata usaha baik uang

- Menghimpun  selurub  tanda-tanda  hukd

- Mengerjakan buku kas umum, buku kas

- Bersama-sama dengan  Kepala seksi

(Felakzana Teknis Pengelolaan Kellanpan
Magari) wmembwat  Surat Permintaar*
Fembayaran [5PP) belanja yang dik&tahuj
Sekretaris  Magari  disetujui aleh  Walj
Magari.

mengeluarkan vang,

maupun barang milik pemerintahan nagari
cecara tertib dan teratur.

penerimaan dan  pengeluaran sertaJ
dokumen-dokumen lalnnya yang
boerhubungan dengan wang maupun barang
secara tertib dan teratur.

pembanti, buku barang dan I:luku-l:-ukl.+
lainnya sesual denpan aturan yang
berlaku, i




-

| 6. Menyusun dokumen /bukti-bulkti sen:ar.s1
tertib dan teratur.

7. Dan lain-lain sesuyaj permintaan Wal1

. Nagari dan/atau Sekretaris Nagari.
L:elaksana 1. membantu  pelaksanaan prmerintahar1
ewilayahan ( nagari di wilayah kerjanya;
Kepala Kampung ) 2. membantu  pelaksanaan pemban gl.ll'lﬂr1l
nagari di wilayah kerjanya:

3. Melakukan pelayanan rekomendasi Repm-lq
masyarakat dalam bidang administr351
kependudukan di wilayah kerjanya; .

4. Mengadakan musyawarah pembanguna
Kampung guna disampaikan daiar:]
musyawarah pembangunan nagari;

5. Melaksanakan gotong  royong secara
berkala dan berkelanjutan:

6. Melakukan pembinaan ketentraman da
ketertiban serta mendamalikan perselisihan
antara masyarakat dalam kampong;

7. membanti pelaksanaan pembinaan|
kemasyarakatan nagari  dj wila}raf1'
kerjanya;

8. membantu  pelaksanaan pemherdayaaj
masyarakat nagari di wilayah kerjanya;

9. Melaksanakan pemungutan Pajak Bum1
dan Bangunan ( PBB] di wilayah kerja;

10. Dan lain-lain sesuai permintaan  Wali

Nagari dan/atau Sekretaris Nagari. i

n




Lampiran Il Peraturan Walil Nagari Kubu Tapan
Nomor : 03 Tahun 2019
Tanggal 1 23 Meil 2019
Tentang Standar Operasional Frosedur
Di Lingkungan Pemerintahan Desa Kubu Tapan

- STANDAR OPERASIONAL FPROSEDUR [SOF) FPENGURLUSAN SUHAT
RETERANGAN/REKUMENDASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN NAGARI KUBII TAPAN

Penpunuisan Surat Keterangan/ Rekomendas| -

—— -
No. Jenis Surat ‘' No. Ietils Surat ;
. ) Surat Keteranpan [zin Mendirikan|
1 Su raf_' Keterangan Kelahiran | 14 Bangunan -
2 surat Keterangan Kematlan 13 | Swrat Kererangan Izin Keramaian
3 surat Keterangan Domisili 15 | Surat Keterangan 1zin Bepergian
) e Do el - | Surat Keterangan Izin | '
| 4 Surat I.{et&rarlg&n HLFLI'I'tI]IkEI-n " 17 Pcnebangan/ Pengangkutan Kayu
5 Sural Keterangan Belum Menikah 718 ' Surat Keteranpgan Pendidikan
i@ ; Surat Keterangan Mikah 1% Surat Keterangan Tidak Mampu
7 Surat Keterangan Status 21} | Surat Kelerangan Penghasilan
B surat keterangan Pindah Penduduk (21 | Surat Rekamendasi Penelllian
“ o . . —
i ﬁ-‘[ui:?kt Keterangan Kepemilikan/Hak 22 | Surat Rekomendasi Proposal
10 Surat Keterangan Kehilangan 23 ﬁ';:?; Rekomendasi Lamaran
11 Surat Keterangan Atth Warix 24
- DIl, Sesuai Permintaan dan
12 | 5Surat Keterangan [zin Jsaha sesuai dengan Kewenangan
13 | Burat Keterangan lzin Tempat Nagari
Usaha )

A. Persyaratan

1. Permohonan secara langsung ke Kantor Magari harus membawa Surat
Pengantar RT/ RW sctempat.

2. Futokopi Kartu Kefuarga (KK).

3. Fatokepi Kartu Tanda Penduduk (KTE).

4. Permahanan melalui Aplikasi Kubu Tapan Onltne harus merncantumkan
Nomotr HF secara benar, dan melenghkapl berkas yang diperlukan serta
menunukan data diri/ identitas asli pada saat menpambil berkas di Kantor

Nagari.



B. Tarif Biaya : Merujuk Pada Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 09 Tahun

C

2018

Batas Waktu Penyelesailan

Permohonan Surat Keterangan/Rekomendasi di tingkat Nagari melalui
Sekretariat Nagari harus sudah selesai diproses dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu] kali 24 jam sejak tanggal diterima permeohonan bagi yang telah
lengkap dan memenuhi semua persyaratan,

Kewenangan Penandatanganan

1. Wali Nagari Kubu Tapan

2. Sekretaris Nagari ( bila Wali Nagari tidak berada di tempat pada hari yang
bersangkutan dan/atau atas izinan Wali Nagari )

Ditetapkan di= Kiitbw.Tapan
Pada Ta n,gﬁal HE-B-HEFEQI‘;




Lampiran IV Peraturan Wali Nagar! Xubu Tapan
Nomor : (13 Tahun 2019

Tanggal $23 Mcei 2019

Tentang Standar Cperaxional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMAST DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN

DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Untuk rmemenuhi dan mefayani permintaan dan keburihan pemchaen infarmasi

publlk, Perangkat Nagari Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID)  Mapari
melalyl desk layanan infermasi publik melakukan layanan langsung dan layanan
melalui media antara lain menggunakan telepin, email dan webs|te.

WAKTY PELAYANAN INFORMAST
Lalam memberikan layvanan informasi kepada pemohon informasi, PPID mehulapkan

wiaktu pemberian pelayanan Informasi Publik di Sekretariat Kantor Magar.
Penyelenggaraan pelayanan informasi publik Jilakasanakan pada hari kerja Senin
sampal dengan Jumat dengan ketentuzn sebaga) berikur:

Scnin - Kamis : Pkl 07.30 5 /d 16.00
Jumat :PRILO7 30 c/d 1630

MEKANISME PERMOHONAN INFORMAS] PUBLIK
Untuk mcmenuhi dan melayani permintaan dan Kebutuhan pemahaon/pengyuna

informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan
langsung dan layanan melalut mediz eotak dan clektronik.

Layanan iInformasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik  yang
dikategorikan wajib tersedia setlap saat dengan mekanisme pelayanan sebagai
berikur:

a. Pemohon informasi datang ke lavanan Inlormasi dan mengizi farmulir
permintaan informasi dengan melampirkan foro copy KTP pemohon dan
pengguna informasi dilengkapi surat penpantar dari ketua RT,

b. PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintsan informasi publik
kepada pemobon informasi publik;

c. PPID memproses pemintaan  informas publik sesual dengan farmulir
permintaan informasl publik yang telah di tanda tangani aleh pemahnn
informasi publik;

d. PPID  memberikan, informasi  sesuai dengan yang di minta olch
remochan fpengguna informasi, akan tetapi jika Informasi vang di minta masuk
dalam kategori dikecualikan, PRID menyampalkan alasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku:

e. PPID memberikan tanda bukti penyerahan infarmasi publik kepada pengguna

 Informasi publik; dan

f. PPID membukukan dan mencatat dalam register informasi dan dokuwnentasi
Nagari.

E- Layvanan informasi melalul media baik online maupun cetak, yaito |nformas

I T K, T .



JANGKA WAKTL PENYELESAIAN

a. Proses penyeleszian untuk memenuhi permintaan premohon informasi publik
dl lakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan  yang
telah di telazpkan.

b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterima
pemberitahuan yang berisikan informas! yang diminta berada di hawah
pEnguasanya atau tdak. PPID dapat mémperpan|ang waktu paling lambat 7
hari karja.

L. Fen}'ampﬂianﬁpendlstﬁbusian,.l’pen}rerahan infarmasi publik dilakukan secara

' langsung kepada pemohon maupun melahai email, fax atau jasa poy,

d. Jlka permohonan informasi diterima maka pada sural pemberitahuan
dicantumkan materi infoermasi yang diberikan, format infarmasi, serta biaya
apabila diperlukan untuk keperiuan pengadaan alau perekaman.

€. Apahila permintaan informasi di tolak, maka dalam surat pemberitahuan
dicantumkan surat penofakan berdazarkan kelentuan reraturan perundang -
undangan yang berlaku.

BIAYA/TARIF

PPID menyediakan infarmasi publik secara Umum Mengikuti Peraturan Nagari Kubu
Tapan Nomor D9 Tahug 2019 sedangkan untuk penggancaan dan perchaman,
pemehon/pengguna  informasi  puhiik dapat  melakukan pengadaan  atau
pcnggandaan informasi sendirt meialui Sekretariac Nagari,

LAPORAN OPERASIONAL LAVANAN INFORMASI PUBLIK

Pengulolazn hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalul
pembuatan laporan harian nleh PPID dan disampaikan kepada Sckretaris Nagari,
Selanjutnya Sekretaris Magari melaporkan kepada Wali MNagari sclaku atasan
langsung PPID.

Lapuran tersebut memuat informasi mengenai permintaan [hfermasi publik yang
sudah dipenuhi, tindak lanjut darj permintaan yang belum Jipenuhj, penclakan
permintaan  informasi publik disertai dengan alasan pennlakanya dari wakm
diperlukan dalam memenuhi sctiap permintaan pemohen Informaz| sesual dengan
ketentuan perantran perundang - undangan.

KEBERATAN ATAS PEMBERTAN INFORMAS] PUBLIK

Setlap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut -

penojakan atas permintaan informas! berdasarkan alasan pengacualian;
tidak disediakannya informasi berkala:

tidak ditanggap! permintaan informasi;

Lidak dipenuhinya permintaan informasi:

nermintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta;

pengenaan biaya yang tidak wajar; danfatau

penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraruran Wali
Magari inn.

moe o e



FENGKLASIFIKASIAN INFORMASI
1) Inkormasl vang bersHal publik
a. Dafar Informasi yang wajlb disediakan dan diumumkan secara berkala,

1. Prefil Pemerintah Nagari
- Gambaran Umum Magari
- Profil Wali Nagari
Profil Peranghkat Napari
Profi! Bamus Napari
- Profil Kepengurusan PKK
- Profil Kepengurusan BUMNAG
Vizi dan Mis| Napari
Tugas Pokok dan Fungsi Nagari
struktur Greanisasi
Kelembagaan Nagarj
Frogram dan Kegiatan
Agenda Kegiatan Nagari
Laporan Keterangan Pertanggung [awaban
Daftar Inventarisasi f Aset
rencana Kepla dan Anggaran
Laparan Realisasi DD, Laporan Reallsasi ADD, Laporan APB Nagari
Infermasi Lainnya yang merupakan informasi publik

SN L

b. Daftar informasl yang wajlb diumumbkan Setlap Saat.
Daftar informas! yang i umumkan setiap saat antara lain:
1. FRP[M Nagari

2. RKFP Nagari

3.  APB Nagari

4. Agenda Kerja Wali Nagari

5. Peraturan Magari

8. Burat Keputusan Wali Nagari

7. Surat Menyurat Wali Nagarl terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
8. S0P Pelayanan

?.  Daftai Tnformasi Publhik [DiP)

10. Rancangan/Draft Peraturan Nagari

11. Tnformasi Data Bantuan Sosi3l

12, Daftar Permuhonan Informasi Publik

12, Dafrar Pelanggaran yang dilaporkan masyarakat

14 Pengadaan Barang dan |asa

15. Surat - sural Perjanjian dengan pihak ketiga

16. Informasi dan dekumentasi mengenai hasil pembangunan desa
17. informasi Lainnya yang merupakan informasi pubiik



c. Daftar informasi Serta Merta.

1.
2.

3.

4.

Informasi tentang bencana alam

Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri
dan pencemaran lingkungan

Informasi tentang Bencana Sosial seperti kerusuhan sosial, konflik antar
kelompok atau masyarakat

Informasi jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penvakit
yang berpotensi menular

d. Daftar informasi yang dikecualikan,
Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Pasal
17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
antara lain:

I
2z,

o

i |

Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum
Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlilndungan dari persaingan usaha tidak
sehat

Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang
Memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan
Informasi lainnya yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU,

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:

a PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon /
pengguna informasi dan / atau daftar pemohon / pengguna informasi yang
akan ditolak.

PPID menyiapkan bahan - bahan terkait sengketa informasi
PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan
kepada atasan langsung PPID atau Wali Nagari.

d. Wali Nagari melakukan rapat koordinasi bersama Badan Permusyawaratan
Nagari dan hasil Pertemuan rapat koordinasi dituangkan dalam berita
acdard,

Hasil Peraturan rapat disampaikan kepada pemohon / pengguna informasi serta
didokumentasikan secara bail

Ditﬂtﬂpk_;-m_llji : Kubu Tapan
Fadgﬂ‘gﬂﬁg‘a‘r: 23 Mei 2019
/8440 Nagari Kubu Tapas




Lampiran v Peraturan walj Nagari Kubu Tapan
Nomaor : 03 Tahun 2019

Tanggal : 23 Mei 2019
Tentang Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pem erintahan Na Bari Kubu Tapan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN SURAT MENYURAT

- DI LINGKUNGAN PEHERIHTAHAH NAGARI KUuBy TAPAN
[ WNemior S0P ’ sfd 10 o :l
AngRal Pembuatan 23 Mej P QU
Mama 50p rasedur Penerbitan Surag
terangan f Rekomendasg ]
LiE walifikasi Pelaksanaan: |
l. Weah N
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN - m“mﬁ””mﬂ
KECAMATAN RANAH 3. Kaur Tats Usaha dan Umym
4. Hasi Permesrinizh
AMPEK HULU TAPAN 5. Hazi FHI.;:IH:I daa: Keseahteraan
NAGARI KUBU TAPAN
han Hu ki )
BEE Undang-undang Nossor 1% Tahun Zons tertang Keterbukasn Informag) Pubfile === _|

H;m:!;:;l;nhrmn Surat Menyurat; l”"-"'““"s"l’""ﬂ'!.ﬂiw =
b S0P Penyusunan Dafrar Informazi dan 1. Lembaran Kerta dan Rancana Kerra
Dokumentasi Fubilii: 2. Term 0F Halference
£ S0P Penetagan dag Pemutakhiran D
| d.  SOP Pengelolaan Permohonan Ielormasi Publil; 3. Alat Tulis Kantor
®. S0P Pengelolaan Permohonan Informas) Publik 4, Hompuzer
melaiui wehsite FrID;
£ 50p Fenanganan Keberatan informasi Publil; | 3
B S0P Ui Konsekusnsi Informasi Pubik;
h. sop Fasilitoaj Sengieta Informasi:
i S0P Pandokumentasian Informast Pubdik, dap:
| - S5OP Pendokumentasian Infarmasi yang
dikecualibnn,
Elﬂi-al:ﬂ h’ﬂhmt&hh dan pendataan
1. Apablla Daftar Informast Publik i) dibust, m
| pelaksanaan kegistan  pelayanan pErmokenn 'simpan dalam beatuk saftcopy dan andetny
Informast publik skan terkendala dan bdak aptimal
| 2. Apabila Prosedur lnl tdak berjalan  maiea tufua
dari PPID Kabupaten Pestsir Selatan tidak akan
| LErcapai

larirgan internet

Ditetapka u,;hT'Hubu Tapan




Lampiran V Peraturan Wali Nagari Kubu Tapan
Nomor

Tanggal

Tentang  Standar

: 03 Tahun 2019
+ 23 Mei 2019

Operasional  Prosedur

Lingkungan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ([ SOF)
- DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN

ALUR DAN SISTIM PELAYANAN MﬂAMMT

| |
|
Aktifitas | Pemohon |Kasi/Kaur| Seknag | Walnag | Peralatan | Wakin | Output | Ket
FPemohon
Imembawa
Rekomendasi Surat
aig belah Pengantar
" ditandatanganl AT
h Eakua
RT/RW dan FC
I|{,"I memeriksa |
kelenghapan Komputer
ckumen dan };"mp 15 Menit (Print Dut
mburt surat P lm’
eterangan [/ e |
relcomendasl y "‘*-.,,.
| Kertas
Mengiitf merevisi Pul 10 Menit |Data
" dan memarad L
[Mepandatangani &
. wurat keterangan Pulpen 5 Wit
F relomendasi
[Pencatatan
Agende
reyister surat 5‘:&1‘" 10 Menit |[Regster
hoterangan MLt
sekomendxl
urak
Eeterangan /
. |Rekomendasi Kareas
Iberikan képadal
I|:|E makon

* Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal: 23 Mei 2019

e

Di



